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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi jangkauan program tumpangsari terhadap
orang miskin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak orang yang layak
untuk mendapatkan program tetapi berada di luar program. Hal ini terjadi karena proses
pernbagian lahan yang tidak diawali dengan penilaian kelayakan klien. Agar jangkauan
program tumpangsari mampu mengakomodasi bagian terbesar dari kelompok masyarakat
yang paling miskin, perubahan kelembagaan dari status kepemilikan hutan dari
kepemilikan negara rnenjadi kepemilikan masyarakat perlu dipertimbangkan sehingga
akses masyarakat miskin terhadap aset sumberdaya hutan akan terbuka lebih lebar
sekaligus memupuk rasa kepemilikan dan rasa tanggung jawab terhadap kelestarian
surnberdaya hutan.
Kata kunci : jangkauan, program tumpangsari, orang miskin, state property, community
property
ABSTRACT
This study on which this article was based was aimed at evaluating the outstretch
of the tumpangsari (intercropping) programme to the poor people. The study found that
there were still many eligible people beyond the reach of the programme. This was due
to the fact that the process of land distribution was not started by an assessment on the
eligibility of the prospective participants. If the intercropping programme is to be able to
reach the largest portion of the poorest people, changes in institutional aspect and
ownership of forests from that of the state to that of the community are worth
contemplating so as to open the access to the forest resources to the poor people which in
turn would foster the sense of belonging and responsibilities of the people toward the
sustainability of forest resources.
Key words : o4treach, tumpangsari programme, poor people, state property, community
Property
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PENDAHULUAN
Laju deforestasi di Indonesia
terus meningkat secara dramatis. Pada
tahun 1970-an dan 1981 deforestasi
tahunan di Indonesia menunjukkan
peningkatan dari 300.000 ha per-tahun
menjadi 600.000 ha per-tahun. Pada
tahun 1990, laju defbrestasi meningkat
tiga kali lipat menjadi satu juta ha per
tahun (Sunderlin dan Resosudarmo
1,996:I). Laju deforestasi terus mem-
bengkak hingga menjadi 1,6 juta ha per
tahun pada tahun 2000. TamPaknYa
peningkatan laju deforestasi bertalian
dengan krisis ekonomi yang melanda
Indonesia semenjak pertengahan 1997.
Survei yang dilakukan Sunderlin (1999)
menemukan bahwa krisis ekonomi telah
mendorong baik yang miskin maupun
yang sejahtera menjadi pelaku kerusak-
an hutan. Oleh karena itu, dalam waktu
10 tahun sejak tahun 1990 laju
deforestasi meningkat hingga 60% atau
naik hampir empat kali lipat sejak tahun
1980. Akibatnya, luas hutan yang telah
rusak mencapai 40,26 juta ha atau 3
kali luas Pulau Jawa.
Di wilayah Kesatuan Pemang-
kuan Hutan (KPH) Banyumas Timur,
terjadi kasus pencurian yang makin
meningkat selama kurun waktu 6 tahun
terakhir. Pada tahun 1994, angka
pencurian kayu hanya sebesar 2.037
batang. Angka ini cenderung membu-
bung hampir 10 kali lipat (19.626
batang) pada tahun 2000. Kondisi ini
telah rrengakibatkan lahan kosong
seluas 1.308.4 ha. Sementara itu, lahan
hutan yang ditumpangsarikan dari tahun
1,997 sampai 2000 telah mencaPai
3.496,85 ha dan menyerap kurang lebih
13.987 kepala keluarga. MaraknYa
fenomena pencurian kayu akhir-akhir
ini menggambarkan bahwa pembangun-
an kehutanan selama ini dapat dikatakan
gagal dalarn membangun hubungan
yang seimbang antara hutan dan
usernya, yaitu birokrasi perhutani dan
masyarakat desa sekitar hutan. Program
seperti tumpangsari dalam perhutanan
sosial maupun tumpangsari biasa yang
telah difasilitasi Perhutani tarnpaknya
belum mampu menciPtakan sense of
belonging dari rnasyarakat terhadap
hutan. Masyarakat desa hutan kerap
cenderung tidak dapat berbuat banyak
terhadap berbagai tindakan pencurian
kayu oleh segelintir anggota masyarakat
baik dalam skala kecil maupun besar.
Dalam kondisi demikian, berba-
gai program pembangunan kehutanan
yang telah diirnplementasikan rnenjadi
patut untuk dipertanyakan, khususnya
dalam dua hal. PertarnL, apakah pro-
gram pembangunan telah mamPu men-
jangkau golongan yang sangat rniskin
(outreach the very poor) yang merupa-
kan kelompok yang paling mernbutuh-
kan. Studi yang dilakukan Sunderlin
(1997) menemukan bahwa beberaPa
lokasi tumpangsari yang relatif subur
justru lebih cenderung diakses oleh
mereka yang kondisi sosial ekonominya
lebih baik dibandingkan di lokasi yang
t i d a k  s u b u r .  K e d u a ,  l e m b a g a
(institution) macam apa yang secara
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efektif memberikan akses yang luas
khususnya kepada masyarakat miskin
(poor people) untuk mendapatkan
manfaat sumberdaya hutan tanpa harus
merusak ekosistem hutan itu sendiri.
Penelitian ini diharapkan mampu
mengidentifikasi siapa klien program
perhutanan sosial; apakah mereka dari
kelompok yang paling miskin ataukah
mereka yang secara sosial ekonomi
lebih baik sehingga diperoleh informasi
mengenai daya jangkau program terha-
dap orang rniskin. Penelitian ini juga
diharapkan menemukan lembaga yang
et-ektif dan aspiratif sehingga manfaat
sumberdaya hutan dapat diakses oleh
masyarakat miskin sekaligus mampu
menciptakan rasa memiliki pada masya-
rakat terhadap hutan dan kelestariannya.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan pada
bulan Januari sampai April 2001 dengan
mengambil 3 dusun (sub-villages) dari
tiga desa sekitar hutan di Kabupaten
Banyumas ebagai sampel okasi peneli-
tian yang diambil secara puryosive. Hal
ini didasarkan pada pertimbangan
bahwa kondisi desa sekitar hutan cukup
bervariasi, baik dari segi tahun pelak-
sanaan program, tingkat perkembangan
sosial ekonomi maupun konflik yang
muncul  dalam kai tannya dengan
keamanan hutan. Oleh karenanya,
sampel yang dipilih tidak menunjukkan
representasi desa hutan di Kabupaten
Banyumas. Penel i t ian in i  memil ih
sampel dengan mempertimbangkan tiga
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spesies tanaman hutan yang berbeda
yaitu hutan damar, hutan pinus dan
hutan jati. Asumsinya, kondisi kesubur-
an lahan sedikit banyak dipengaruhi
oleh jenis tanaman pokok yang dikem-
bangkan. Lahan tumpangsari yang ber-
ada di bawah tegakan pinus, misalnya,
ditengarai kurang subur dibandingkan
dengan lahan di bawah tegakan jati.
Desain ex post facto digunakan
dalarn penelitian ini karena rancangan
itu merupakan satu-satunya pendekatan
yang tersedia untuk mencari penjelasan
kausalitas antaru berbagai variabel yang
tidak mungkin dimanipulasi (Cooper
dan Emory, 1996:I4t). Oleh karena
data ex-ante tidak tersedia, metode ex-
post facto menghampiri analisis pada
dua titik waktu. Pendekatan ini penting
dalarn kasus yang tidak ada data sosial
ekonomi sebelum berpartisipasinya.
Pendekatan i i rnelibatkan pengumpulan
data tentang variabel perubahan lambat
tertentu, seperti tingkat pendidikan,
kepemilikan sawah dan tanah kering,
pada Waktu 2 (T2) yang diasumsikan
menunjukkan status sosial ekonomi
pada Waktu 1 (T1) (Sunderlin 1997).
Karena metode ex post facto
yang diterapkan dalam penelitian ini,
ukuran minimum sampel yang diarnbil
adalah 15 subyek untuk masing-masing
kelompok (peserta program dan non-
peserta) (Gay dalam Umar 1998:108).
Selanjutnya, sampel diambil dengan
menggunakan teknik proportional
stratified random sampling menurut
kepemilikan jenis tanah garapan.
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Tabel 1. Stratifikasi Rumah Tangga Peserta dan Bukan Peserta Program Thrnpang-
sari berdasarkan Kepemilikan Jenis Tanah Garapan
Dusun
Rumah TanggaPeserta
Program
Rumah tangga bukan
peserta program
Populasi Sampel Populasi Sampel
A
Sawah 1 l -J n 3
Hanya tanah kering 40 1 0 27 9
Tidak memiliki tanah garaPan 8 2 9 3
Jurnlah 49 1 5 47 1 5
B
Sawah 6 4 1 l )
Hanya tanah kering L4 l 0 20 9
Tidak memiliki tanah garaPan 8 6 l 3 6
Jumlah 28 20'') 43 20')
C
Sawah l 0 2 9 4
Harrya tanah kering 44 1 l 2 l 1 l
Tidak memiliki tanah garaPan 7 2 0 0
Jumlah 6 1 1 5 30 1 5
Total samoel 50 50
Keterangan : *) jurnlah sampel yang lebih
kebutuhan Peneliti lainnYa
Sumber : wawancara dengan kepala dusun
banyak diambil semata-mata didasarkan atas tujuan dan
dari kegiatan penelitian ini.
dan mandor Perhutani (2000)'
Data dalarn Penelitian ini dikum-
pulkan dengan menggunakan kuesioner
yang sifatnya ter:buka-tertutup dan
teknik wawancara mendalarn dengan
para tokoh masyarakat. Penelitian ini
menerapkan teknik statistik deskriptif
dan logistic regression (Norusis, 1999)
untuk menganalisis data yang diperoleh.
IIASIL DAN I'EMBAIIASAN
Jangkauan Program TumPangsari
terhadap Orang Miskin
Penelitian di tiga desa hutan
yang mendapatkan program tumpang-
sar i  member ikan jawaban Yang
bertentangan dengan harapan program.
Dengan menggunakan ukuran kernis-
kinan relatif yang dikembangkan oleh
CGAP (the Consultative GrouP to
Assist the Poorest), responden peneliti-
an dibagi ke dalam tiga kelompok yang
separa luas ditafsirkan dapat rnewakili
kelornpok paling rniskin (dikode 1),
miskin (dikode 2) dan agak miskin
(dikocle 3) dengan luas kepemilikan
lahan sebagai dasar ukuran kemiskinatt
relatif. Teknik ini bermanfaat untuk
rnenilai seberapa efektif jangkauan
program terhadap kelompok masyarakat
yang paling membutuhkan.
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Desa A yang mewakili kegiatan
tumpangsari di kelas hutan damar dan
tidak subur menunjukkan bahwa akses
t e r h a d a p  p r o g r a m  t u m p a n g s a r i
cenderung lebih banyak diakses oleh
mereka yang masuk dalarl kelompok
nriskin (80%). Kelornpok rniskin yang
tidak masuk ke dalani program hanya
20%. Yang kontras, kelornpok paling
miskin ternyata lebih banyak yang tidak
ter jangkau o leh  program (90%)
dibandingkan yang ikut progran (10%).
Gambaran yang tidak begitu mencolok
ditunjukkan oleh kelompok agak miskin
yang 60%-nya ikut program dan yang
tidak ikut 40%.
Persentase rumah tangga relatif
paling miskin yang tidak tercakup oleh
program tersebut adalah disebabkan
oleh proses perolehan lahan yang tidak
diawali dengan identifikasi klien-yang-
pa l ing-menbutuhkan o leh  apara t
Perhutani di lapangan. Akibatnya,
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masyarakat desa sekitar hutan yang
haus lahan garapan dan memiliki akses
informasi relafif lebih baik mengenai
p e r n b u k a a n  l a h a n  h u t a n  u n t u k
tumpangsari relatif diuntungkan.
Alasan paling utama mengapa
mereka tidak mengikuti program adalah
ketidak-cukupan tenaga dan waktu
(86,6%). Hal ini adalah karena prot'esi
utama sebagian besar dari mereka
adalah penderes gula kelapa. Pekerjaan
semacam ini sangat menguras waktu
sehingga banyak di antara mereka mera-
sa tidak sanggup untuk rnengerjakan
pekerjaan sarnpingan sebagai petani
hutan atau pesanggem. Apalagi proses
perolehan lahan juga dilakukan secara
berebut oleh masyarakat, sehingga
berlaku prinsip yang cepat dapat bagian
lebih banyak. Hanya sebagian kecil
menjadikan faktor rnodal  sebagai
kendala untuk terlibat dalam program
tumpangsar i  (1,3,4 %).
ffi l sngatmiskin
I z.i"tin
Nl 3 agak miskin
Gambar 1. Jangkauan Progranr Turnpangsari terhadap Orang Miskin di Desa A
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Gambar 2. Jangkauan Program Turnpangsari terhadap Orang Miskin di Desa B
o
c
f l z 'g
o
oO . ^
c
o
o
t o
Jangkauan program yang terjadi
di desa B tidak jauh ber:beda dengan apa
yang terjadi di desa A. Program tum-
pangsari di lahan hutan jati dan relatif
subur lebih banyak diakses oleh kelorn-
pok rniskin (62%) dibanding kelornpok
yang sarna yang tidak terlibat dalarn
program (38T0). Hanya saja, akses
kelompok paling rniskin rupanya tidak
terlalu tirnpang karena 42% rumah
tangga dari kelornpok tersebut mampu
rnenjangkau program dibandingkan
dengan sisanya yang 58%. Pada
kelornpok agak miskin, akses mereka-
pun tidak terlalu mencolok. Kelompok
yang relatif sejahtera tidak tertarik
dengan kegiatan fnmpangsari karena
dipandang belurn tentu memberikan
hasil yang menguntungkan. Mereka
yang ikut dari kelompok ini disinyalir
telah mernbayar "uang pelicin" kepada
oknum petugas lapangan Perhutani
sehingga mereka diberikan andil lahan
garapan.
Pelaksanaan program tumpang-
sari di desa C yang berada di bawah
program perhutanan sosial menunjuk-
kan kondisi yang tidak jauh berbeda
dengan desa A. Lagi-lagi, kelompok
rumah tangga yang paling miskin belum
terjangkan program (67 %). Hanya 33%
saja dari kelompok ini yang dapat
terjangkau oleh program. Kondisi ini
tidak terlepas dari praktek jual beli
kontrak lahan tumpangsar i  antar
masyarakat sehingga hanya mereka
yang memiliki rnodal saja yang dapat
mernbel i  kontrak lahan tersebut
(t6,7%). Artinya, kontrak lahan yang
diterima seseorang kemudian dijual
kernbali kepada mereka yang belum
rnendapatkan bagian karena pihak
periama tidak memiliki modal yang
cukup untuk lnenggarapnya.
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Garnbar 3. Jangkauan Program Tumpangsari terhadap Orang Miskin di Desa C
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Keputusan seseorang un tuk
berpartisipasi atau tidak dalam program
tumpangsari dapat ditinjau dari bebe-
rapa variabel sosial ekonomi. Dalam
penelitian ini, variabel seperti rata-rata
ulnur pasangan rumalt tangga, tingkat
pendidikan suami, jumlah anggota
keluarga yang masih dalarn tanggungan,
luas pernilikan sawah, luas pernilikan
tanah kering dan nilai aset ternak
dijadikan faktor penjelas. Asumsinya,
usia yang relatif rnuda, pendidikan yang
relatif tinggi, jurnlah anggota keluarga
dalarn tanggungan yang relatif besar,
s e m p i t r r y a  p e r n i l i k a n  l a h a n  d a n
rendahnya nilai aset lainnya rnenjadi
faktor pendorong bagi mereka untuk
ikut berpartisipasi dalarn program.
Hasil penelit ian menunjukkan
bahwa hipotesis penelitian dapat dite-
rima di selnua lokasi. Namun demikian,
hasil penelit ian justru menunjukkan
ketidak-konsistenan dengan hipotests
yang dirumuskan. Di desa A, hanya
satu variabel luas tanah kering (B :
19,6159; cr = 0, 10). Barangkali ini
karena pemilikan tanah kering belurt
rnenjamin pemiliknya akan kecukupan
pangan sehingga mereka berminat untuk
menggarap turnpangsar i  meskipun
lahannya tidak subur. Di desa B,
variabel rata-rata umur pasangatl rumah
tangga dan luas tanah kering bermakna
p a d a  t i n g k a t  s i g n i f i k a n s i  9 5 % .
Sementara variabel luas tanah sarvah
h a n y a  b e r m a k n a  p a d a  t i n g k a t
signifikansi 90%. Partisipasi di desa C
hanya dapat dijelaskan oleh variabel
n i l a i  a s e t  t e r n a k  y a n g  d i m i l i k i
(signifikan pada tingkat 95%). Mungkin
mereka yang berminat pada program
mengharapkan akses terhadap pakan
ternak yang tersedia melimpah di hutan.
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Tabel2. Analisis Regresi Logistic pada variabel status Partisipasi : Apakah Res-
ponden Seo"rang Peserta aala|I. Program Tumpangsari atau_Bukan ?
figa Desa Hutin Tempat Program Thmpangsari Dilaksanakan
A 3 0
8 4 0
27,409 24,409 o,o23g 80,00 73' 33 76'67
27,509 24,804 0,0063 66,67 73'33 69'70
*9*"*-.-.,*-.,3*0*.*--?gq9,L*#*4pi---*i,.grqt*-:3'**-'"'*ngq"*'---ggfl"*'*
Variabel
toe
URP
TPRT
LTK
LTS
NAT
Lokasi
A - -
B Coeficient
-r.sdit
-0,875
- l ,8301
19,6159
-8,8482
l,0lE-06
Significance
0.1392
d,3136
0, I 537
0,0721
0,4104
0,5223
Lokasi variabel B coeficient significance
URp -o,tOeZ 0,0368
TPRT 0,5969 0'2558
LTK ll'0147 0'0446
LTS -16,9752 0' 0661
NAT l,l0E-06 0'16'47
c TGA 0'5445 0' 4125
LJRP 0'0830 0' 2355
TPRT r,s+ss 0'  1080
LTK -80'5781 o' 1243
LTS 22'g4lE 0'7728
NAT 3,188-06 0'  01l5
;*;;rilt"*;; anak dalam tanggungan keruarga (TGA! rata-rata usia pasangan rumah\  t . . ^^  +^^o l .  l ra r inc  / I  TK\  l t t
ffi;'it#ir; #ft pendidikan kepat_a ruman tan!ga'(rPRr), luas tanah kering (LrK)' luas
mnah sawah (LTS) dan'nilai asset teinak (NAT). Sumber : Survey Pribadi, 2001'
T r a n s f  o r m a s i  K e l e m b  a g a a n
Pengelolaan llutan
Dalam mengkaji aPakah kelem-
bagaan program telah memberikan ke-
puasan kepada pesertanya, penelitian ini
mensurvei bagaimana sikap peserta
terhadap manfaat program. Data survei
menunjukkan bahwa 52% Peserta
menyatakan Puas dan 2% menYatakan
sangat Puas. MeskiPun demikian,
mereka yang tidak puas menduduki per-
sentase yang cukup tinggi, yaitu 42% '
sementara yang sangat tidak puas hanya
4%. Artinya, hampir separuh peserta
program masih belurn merasakan man-
faat program khususnya bagi perbaikan
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kondisi sosial ekonomi mereka.
Bila dilihat berdasarkan kelom-
pok strata (Tabel 3) rnenurut kepemilik-
an lahan, sikap terhadap manfaat
program menunjukkan variasi yang
cukup menarik. Di kelompok paling
miskin, perbandingan mereka yang
tidak puas dan puas hampir berimbang
yaitu masing-masing l2%. Ini dapat
menunjukkan bahwa mereka yang
mendapatkan lahan cukup subur dan
gangguan hama yang relatif sedikit
dapat merasakan manfaat program
tumpangsari. Hal yang sebaliknya tidak
dirasakan oleh mereka yang mendapat-
kan lahan yang kurang bahkan tidak
subur serta tingginya gangguan hama.
Di kelompok miskin atau tengah,
sikap mereka terlihat lebih bervariasi.
Ada 4% responden yang menyatakan
sangat idak puas dan 14% menyatakan
t i d a k  p u a s .  N a m u n  d e r n i k i a n ,
persentase terbesar justru diternpati oleh
rnereka yang merasakan cukup puas
t"l
terhadap manfaat program (24%). Hal
ini tidak begitu rnengejutkan karena
bagi kelompok tengah tersebut, bisa
saja kegiatan tumpangsar i  hanya
dijadikan kegiatan pelengkap sehingga
berapa pun hasil dari tumpangsari tidak
begitu mempengaruhi kondisi rumah
tangga mereka.
Sama halnya dengan kelornpok
paling miskin, dalarn kelornpok agak
miskin baik mereka yang tidak puas
maupun yang puas menunjukkan
perbandingan persentase yang sama,
masing-masing 16%. Mungkin mereka
yang tidak puas, adalah karena kegiatan
tumpangsari lahan hutan tidak begitu
mernberikan hasil yang maksimum
dibanding dengan ongkos dan tenaga
yang mereka keluarkan. Apalagi, luas
lahan tumpangsari yang sangat minim
(rata-rata ndil untuk kelompok tersebut
adalah 0,23 ha), tentunya rnemberi hasil
yang juga relatif minirn.
Tabel 3. Sikap Peserta Program Tumpangsari terhadap Tingkat Kemanfaatan
Program menurut Kelompok Strata (n - 50)
Sikap
Kelomook
Sangat Tidak
Puas
Tidak Puas Puas Sangat Puas
Kelompok Paiing
Miskin
6 ( r2 %) 6  ( r 2 % )
Kelompok Miskin 2  GYo \ 7 ( L 4 0  \ 1 2 Q 4 % \
Kelompok Agak
Miskin
8  (16  %) 8  (16  %) |  ( 2 % )
Sumber : Survey Pribadi, 2001.
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Tabel 4. Perolehan
(n = 50)
Luas Andil dan Rata-rata Anclil menurut Kelompok strata
S 0,07-0,25 0,25-0,28 0.28,0,35 Rata-rata (ha)
Kelompok Paling
Miskin
| (2o/o) ll (22 o/o) 0,24
Kelomook Miskin 8 06 o/ol 13 (26Vo) 0.20
Kelompok Agak
Miskin
4 (8%) n (22V0 2 (4 o/o) o,23
Sumber : SurveY Pribadi, 2001.
Bagaimana imPlikasi sikaP terha-
dap kemanfaatan program tersebut bagi
pengembangan tanggung jawab peserta
program terhadaP keamanan hutan 2
Hasil survei menunjukkan 67,3% res-
ponden tidak setqu bila mereka harus
bertanggung jawab terhadap gangguan
hutan oleh ulah manusia sePerti
pencurian kayu atau penjarahan lahatt.
Hanya 4I% dari mereka Yang merasa
ber tanggung jawab b i la  te r jad i
gangguan manusia alas hutan. Data ini
memberikan implikasi bahwa program
belurn sepenuhnya --- meskipun telah
memberikan kePuasan relatif bagi
sebagian pihak --- mampu menciptakan
sense of belongittg dan sense of
responsibiliry dari peserta program ter-
hadap berbagai bentuk gturgguan hutan.
Akibat rendahnYa rasa tanggung
jawab tersebut, tingkat gangguan hutan
oleh ulah manusia cenderung makin
nreningkat. Ironisnya, kecenderungan
kerusakan hutan yang dicerminkan oleh
pencurian kayu cenderung meningkat
drastis seiring dengan bertambahnya
jumlah peserta program (petani lahan
hutan) dari tahun ke tahun. Ini
menunjukkan bahwa Peningkatan
jumlah peserta program tumpangsari
belum menjadi jaminan amannya hutan'
Bahkan peningkatan jumlah kayu yang
dicuri membubung hampir empat kali
lipat (dari 1.574 pohon menjadi 4.076
pohon) antara tahun 1997 - 1998 seiring
dengan meluasnYa damPak kr is is
ekonomi. Lebih jelasnya dapat disimak
dari bagan di bawah ini.
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Gambar 4. Akumulasi Jurnlah Peserta Program dan Jurnlah Pohon yang Dicuri di
Wilayah KPH Banyumas Timur 1994-1999 (Sumber : Laporan Tahunan
KPH Banvumas Tilnur)
Makna apa yang daPat ditarik
dari data di atas ? Data di atas menun-
jukkan bahwa model pengelolaan hutan,
baik melalui prograrn tumpangsari biasa
lnaupun perhutanan sosial, ternyata
belurn mampu rnenjangkau kelornpok
masyarakat yang paling rniskin. Di sam-
ping itu, sisi kelembagaan Yang di-
bangun juga belum mampu menciptakan
rasa tanggung jawab peserta prograln
terhadap kelestarian hutan. Selama ini,
masyarakat desa hutan yang terlibat
sebagai peserta program tidak memiliki
kekuatan apa pun dalam proses peng-
arnbilan keputusan. Keterlibatan mereka
dalam pengarnbilan keputusan ltanya
sebatas pada tahap pelaksana seperti
proses pernbagian lahan dan penggarap-
an lahan. Akibatnya, begitu kontrak
lahan selesai mereka akan meninggal-
kan lahan begitu saja dan semua
tanggung jawabnya terhadap keamanan
hutan diserahkan kernbali ke pihak
aparat Perhutani. Oleh karena itu,
penyempurnaan sisi kelembagaan di
masa depan seperti penerapan konsep
pengelolaan hutan bersama masyarakat
(PHBM).
N{elalui PHBM, dominasi Peran
birokrasi kehutanan tidak saja dikurangi
tetapi juga peran mereka sebagai
pendorong dan pendamping masyarakat
dalarn mengelola manfaat hutan diubah.
Selama ini masyarakat tidak rnerniliki
kekuatan dalarn pengarnbilan keputusan
sehingga mereka tidak merasa terikat
untuk bertanggung jawab terhadaP
hutan dar i  gangguan Pihak la in.
Ironisnya, tenaga pengaman hutan yang
dirniliki birokrasi kehutanan sangat
minim. Satu orang petugas bertanggung
jawab terhadap keamanan hutan seluas
236 ha (KPH BanYumas Timur) '
Akibatnya, kondisi hutan berada di luar
kemampuan kontrol mereka. Dengan
PHBM, kendala semacan ini dicoba
' 'A - Akumulasi jumlah
peserta program
{-Jumlah pohon yang
dicuri
lsq t% t.q, 7es2 llse t%
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untuk digeser ke sektor publik sehingga
selain akan muncul rasa tanggung jawab
publik terhadap hutan, negara pun akan
diringankan anggarannya. Penguatan
hak masyarakat desa hutan untuk
memutuskan apa yang terbaik bagi
mereka dan hutan yang ada di sekitar
mereka per lu dikembangkan dan
didorong secara tetus-tnenerus. Hal ini
dapat tercapai (salah satunya) melalui
transfortnasi status hutan dari pemilikan
negara (state property)  menjadi
pernil ikan masyarakat (commnnity
property). Transformasi demikian tidak
saja akan mengurangi fenomena open
access seperti kasus pencurian dan
penjarahan yang terjadi pada hutan-
hutan negara saat ini (Ligon dan Narain
1999) sehingga rnenimbulkan degradasi
hutan, tetapi juga dapat mengurangi
pendekatan top-down yang persistent
selama ini serta dapat menclorong
masyarakat  un tuk  bersama-sama
berembug rnengenai cara terbaik dalarn
pengelolaan hutan menurut kematnpuan
dan kebunrhan mereka tanpa mengabai-
kan aspek kelestarian hutan. Dengan
cara demikian, tanggung jawab masya-
rakat terhadap keamanan dan kelestari-
an hutan akan berlangsung secara
berkelanjutan.
KESIMPULAN
1. Jangkauan Program tumPangsari
terhadap kelomPok Yang relatif
paling rniskin belum sesuai dengan
harapan program itu. Hal ini
disebabkan oleh langkanYa usaha
untuk mengidentifikasikan siaPa
klien yang paling mernbutuhkan.
Oleh karenanya, Perlu dilakukan
evaluasi di masa dePan untuk
merancang mekanisme Yang efektif
bag i  ke lompok misk in  da lam
m e n d a p a t k a n  a k s e s  t e r h a d a P
program;
2. Salah satu " mekanisme potensial
untuk membuka akses kelomPok
rniskin terhadap program tumpang-
sar i  adalah PeneraPan konseP
PHBM.  Mela lu i  PHBM,  sa tus
pemilikan hutan secara de facto
dil impahkan kePada masYarakat
sebagai rnilik bersama sehingga
rrasyarakat sendiri yang memutus-
kan siapa yang berhak ikut dan
bagaimana me,ngelola lahan secara
optirnal tanpa harus merusak hutan.
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